
UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Anggina Rizki Harahap  1 
 

PROVSU SIAPKAN RP32 M UNTUK PERBAIKAN JALAN DI TEBING TINGGI 

 

 

 

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/ 

 

Tebing Tinggi (ANTARA) - Provsu siapkan anggaran Rp.32 M di APBD TA 2022 

untuk perbaikan 4 ruas jalan  Provinsi yang sudah rusak berat di Kota Tebing Tinggi 

sepanjang 6,8 KM. 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Provsu Dalpin Barus saat reses Selasa 

(9/11) di Kp.Karo Keluruhan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Tebing Tinggi. 

Dijelaskanya DPRD Provsu bersama TPAD sudah memasukanya dan KUA - PPAS 

APBD TA.2022 dan rencana pengesahannya pada 27 November 2021,mudah-mudahan tidak 

terkena recofushing dana untuk COVID-19. 

4 ruas jalan yang akan dikerjakan tersebut yakni Jl.Juanda 1,83 KM, Jl.Letda Sujono 

2,2 KM, Jl. Musyawarah 0,66 KM dan Jl.Setia Budi 1,9 KM. 

Dalam reses tersebut Delpin Barus dari F.PDI.P juga memberikan edukasi kepada 

warga masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah ini. 

Saat ini kita berada di level dua  dan sedang berusaha maksimal untuk zero, agar dapat 

hidup normal seperti sediakala, dan menumbuhkan lebih lagi perekonomian masyarakat, 

katanya. 

https://sumut.antaranews.com/
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Reses dihadiri Camat Padang Hilir Ramadhan B. Pulungan, Kepling se Kecamatan 

dan para tokoh masyarakat Kp.Karo. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/, Provsu siapkan Rp32 M untuk perbaikan jalan di Tebing 

Tinggi, tanggal 10 November 2021. 

2. https://mediatorpost.co.id/, Pemprov Sumut Siapkan Rp32 Miliar Perbaikan Jalan di 

Tebing Tinggi , tanggal 10 November 2021. 

3. https://sumut.indozone.id/, Usai Disurati, Pemprovsu Akhirnya Siapkan Rp32 M untuk 

Perbaikan Jalan di Tebingtinggi, tanggal 10 November 2021. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

 

Pasal 1 Angka 4, 9, 12 

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta 

api, jalan lori, dan jalan kabel. 

9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 

pembangunan, dan pengawasan jalan. 

12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, 

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan 

pemeliharaan jalan. 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan 

keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan 

akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan 

kemitraan. 

 

Pasal 3 

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: 

a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; 

b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; 

c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan 

kepada masyarakat; 

https://sumut.antaranews.com/
https://mediatorpost.co.id/
https://sumut.indozone.id/
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d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan 

masyarakat; 

e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk 

mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan 

f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. 

 

Pasal 29 

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan 

jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan 

desa, serta pembangunan jalan kota. 

 

Pasal 33 

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

meliputi: 

a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta 

pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa; 

b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan 

c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan 

jalan desa. 

 

Pasal 36 

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan 

nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta 

pengawasan jalan kota. 

 

Pasal  39 

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

meliputi: 

a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan 

b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan 

desa. 

 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan 

jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan 

pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. 
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(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam 

rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah 

terpencil. 

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan: 

a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, 

dan seimbang; dan 

b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi 

serendah-rendahnya. 

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan 

antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah 

pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur 

pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju. 

(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah 

yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang 

memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan 

mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan. 

(4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara 

jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem 

jaringan jalan. 

 

Pasal 25 

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: 

a. jalan nasional; 

b. jalan provinsi; 

c. jalan kabupaten; 

d. jalan kota; dan 

e. jalan desa. 

 

Pasal 57 

(1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan 

nasional. 
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(3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan 

jalan desa. 

(4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai 

dengan kebijakan nasional. 

(5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi 

jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 

 

Pasal 68 

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, 

keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta 

kebersamaan dan kemitraan. 

 

Pasal 83 

Pembangunan jalan meliputi kegiatan: 

a. pemrograman dan penganggaran; 

b. perencanaan teknis; 

c. pengadaan tanah; 

d. pelaksanaan konstruksi; dan 

e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 

 

Pasal 97 

(1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara 

jalan sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas 

tertinggi dari semua jenis penanganan jalan. 

(3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. 

(4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan rencana pemeliharaan jalan. 

 

Pasal 98 

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan 

dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan 

perundang–undangan. 
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Pasal 107 

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan 

provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. 

 

Pasal 108 

(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terhadap 

jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan 

oleh Menteri. 

(2) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

jalan; 

b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan 

c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 

(3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. sistem jaringan jalan; 

b. sistem pemrograman; 

c. sistem penganggaran; 

d. standar konstruksi; dan 

e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan. 

(4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap 

berfungsi. 

 


